. PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Momor & Pantianak, Kalimantan Barat 78118
Talepon (0561) 732771, 730684 Fax (D561) Tazes0
Laman www_kalbarprov.go.id. Pos-al dishopukm@kalbarprev.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: €31 [ DISKOPUKM.A/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewnjudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenpgaraan pelayanan, setiap penyvelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan
Barat tentang Standar Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-UndangNoemor 25 Tahun 1956 tentangPembentukan
Daerah-Dasrah OtonomProvinsi Kalimanian Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
TambahanLembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 1106]);

2. Undang-UndangMNomor 25 Tahun 2009 tentangFPelayanan
Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 112, TambahanLembaran Megara Bepublik Indonesia
Nomor S038);

3, Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentanghparaturSipil
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 6, TambahanLembaran MNegara Republik Indonesia
Nomar 5494];

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tengan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusal  dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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5. Peratvran Pemerntah Nomor 96 Tahun 2012  tentang
PelaksanaanUndang-UndangNomar 25 Tahun 2009
tentangPelayanan  Publik  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 215, Tembahosnlembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi BirokrasiNomaor 15 Tahun 2014
tentangPedomanStandarPelayanan  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2016 tentangPembentukan
dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provingi
Kalimantan Barat | Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2021
Momor %, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 3 |;

8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provins: Kalimentan Barat
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenpgamman Pelayanan
Publik [Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 92);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor200
Tahun2021 tenlang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Koperasgl, Usaha Kecil dan Mencngah
Provinsi Kalimantan Barat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATL . Standar Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup
pelayanan :

1. Konsultas:.

2, Data/ Laporan/ InformasiKoperasi dan UKM.

3. Pertimbangan Teknis ljin Usaha SimpanPinjam.

4, Pertimbangan Teknis ljinPembukaan Kantor Cabang Koperasi.

5. Pertimbangan Teknis JjinPembukaan Kantor Cabang
FPembantuKoperasi.

6. Pertimbangan Teknis ljinPembukasn Kantor KasKoperasi.

m
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7. Fasilitasi Rapat / Audiensi Perkoperasian dan UKM.

8. Penyedinan  Narasumber/ PenyuluhanPerkopernsian  dan
UKM.

9, Pemeriksnan Keschatan dan PengawnaanKoperasi,

KETIGA . Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana
seria  digunakan scbagai acuan dalam  penilaian  kinerja
pelayanan olech Kepala penyelenggara, aparal pengawas dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : 31 - Aqusitt-2023

Koperasi, Usaha Kecil dan Mtl:lrr!gﬂl'ldh
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Lampiran :
Keputusan Kepala Dinns Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Barat
Nomor : | DISKOPUKM A /2023
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

1. Pelayanan Konsultasi

Senvice Delivery
1. | Persyaratan
a. Surat Tugas

b. Dokumen/berkas pendukung
c. Tanda pengenal /identitas

"3, | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| Tamuy Petugas Menerima
Informasi lzyaman
s kansultasi

Prosedur :

a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi

b. Menyampaikan keperluan, mengisi bulku tamu

c. Menerima Informasi dari Petugas

d. Menerima layanan konsultasi dari Bidang Perizinan dan Kelembagaan,
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan
Pemberdayaan Usaha Kecil

3. [ Jangka Waktu Penyelesaian

Administrasi : 15 Menit
Konsultasi :Sesuaimaterikonsultasi

4, | Biaya (tarif)

Ep.0

5. | ProdukPelayanan
Pelayanan Konsultasi

6. | PenangananPengaduan, Saran, dan Masukan

i a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1) Tatap Muka langsungkepadaPejabatPengelolaPengaduan;
2) Tertulisdisampaikanke Kotak Pengaduan;
J1. Sutan Syahrir No. 5 Pontlanak
3) WA :081256506007
4) Telepon :(0561) 732680
5) Website : diskopulkm_ kalbarprov.go.id
6) Email :diskopukm@kalbarprov.go.id
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B, Alur Penanganan Pengoduan ;

Pajahal Pengeiala Tim Penpeiota Pengguns Layasans
Proug o Athian [t Ll PR
memariren Aduan Arduin

. Jangka Wakiu Penyelesaian Pengaduan ;
1} Pengaduan ringan, selambat-lambatnys 3 Jam;
2} Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambalnya 5 harl kerja;
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selarmbat-lambatnya 14 hari

kerja;
| 4} Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksann,
i selambat-lambatnya 60 hari kerja, =
Momufacturing

1. | Dagar Hukum

&. Undang-Undang Momor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publil

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¢. Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Barat Momor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Pernturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Perafuran Daerah MNomor B8 Tahun 2016 tentang Pembenbikan dan
Susunan Perangkal Daerah Proviosl Kalimantan Barat

e Peraturan Gubernur Kallmantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanasn Peraturan Daecrah Provinsi Kalimantan Barat
MNomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenpgaraan Pelayanan Publik

f. Perafuran Gubernur Halimantan Barat Nemer 206 Tahun 2021 tentang
Perubabhian Atae Peraturan Gubernur Kalimantan Baral Noooor 135
Tahun 2021 Tenteng Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugss dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinai Kalimantan Berat.

2. | Sarans, Prasarana, dan fatan Faailitas

a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, rmuang laktasi, meja layanan
pengaduan, maang laysnan informasi/PPID, sarana penilsisn layanan

e Komputer, WIF] publik dan ATE
3. | Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (S0P pelayanan konaultasi

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etiks pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

terl sabar, komunikatif, kreatif, inovatif uli dan tanggung jawab,

4, | Pengawasan Intermal

a. Pejabat Pengendalinn Gratifikosi;
b, Pengawasan internal melekat dard atasan langsung;

¢, Aparat Pengawasan [Intern Pemerintah (APIF).
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. | Jumliah Pelaksana

4 {empat] orang

Jaminan Pelavanan

a. Pelayanan yang diberilkan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertangpungiavwablan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakulkan
oleh pelalesana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
leguran lisan, teguran tertulis dan selerusnya, sesuai jenis/bobot

_ pelanpgaran dan ketentuan yang berlaku.

« | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

&. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungiawabloan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jarminen
kesmanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana Yyang
berlaku,

- | Evaluaszi Kinerja Pelaksana

& Dilalcukan rapat yang dihadid oleh Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan pelaksana, minimal 1 [2atu)] kali dalam 1
laatu) bulan

b. Survei Kepuasan Masvarakat dilakulan 4 [empat) kali dalam 1 (satu)
tahun

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilalukan untul perbaikan, dan

meninghatkan kinera pelavanan dan kualitas pelayanan publik,
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2. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasl Koperasi dan KM
Service Delivery

1. | Persyarntan ]

B. E“Ul‘l.i-.ﬁgaﬂ i
b. Surat perminiaan data, laperan, informasi
¢. Tanda pengenal/identitas

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamuf Petugis Fenerima layanan
Infarmasi Permintain
Pengtena Datayinfcrmasl

Prosedur :

a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi

b. Menyampaikan keperluan, mengisi bultu tamu/formulir permintaan
data/informasi

¢. Menyampaiksn surul permintaan data, laporan, informeasi

i, Menerima data/informasi

3. | Jangka Wakm Penyelesaian =
- 3 hari

4, | Biayn |lerif)
Rp.0
5. | Produk Pelayanan

Data, Laporan, Informasi

6. | Penangansn Pengaduan, Saran, dan Masukan

& Pengaduan dapat dilabukan melalui :
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2} Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
J1. Sutan Syahrir Mo, 5 Pontianale
3) WA 0B1256508007
4] Telepon : [0561) 732690
5) Faximile : (diskopukm. kalbarprov, go.id
6 Email : diskopukni@kalbarprov.ge.id

b. Alur Penanganan Pengaduan :

ey ki Pejrhut Feageinta Tim Pengeioda Penggura Layanan
Adugr Eerara Fengiugn Aduan M neTT jiwean
"'""""'r Ty menerima ddvan Aeuan

£, Jangka Waltu Penyelesaian Pengaduan |
1] Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2 Pengaduan bersifat normatil, selambat-lambatoya 5 harl kerja;
3) Pengaduan tdak berkadar pengewasan, selambat-lambatnys 14 har
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'lmlhm

u Undurg Undung Momer 18 Tabun 2008 trnrang Keterbrikasn infarmas
Puilelil

b Undung-Undseng Somer 7% Talan 2000 tentang Pelayanan Pubibii

© Deiutiaran Dieersl Prensaw Kalimantan Baret Momes 8 Tabem 2015
tentang Pemsclengaarnnn Peisyansn Pobid

d Peraturen Daerah SNomer 10 Tabun 200% tentang Perilsban  stas
Pernturan Darrab Noter B Tabun 2006 tentang Prebentulkan dan
Bumunan Perenpint Diseraly Presans Kelimanian Parat

+  Perpturen Gubernis Kabmantan Barat Nemer %2 Tabus Nil6 tentang
Priuniuk  Prinkusrnssn  Peratoren Daeerah Provonsd Ealimancan Bt
SMomar 8 Tahun 2015 tenteng Penvelenggaraan Pelapanan Publi

i Peraharan Cabermur Balimantan Harmt Nomor 200 Tahue 30010 tenfang
Perubshen Ales Peraluran Gubeimue Kalimantan [larst Ybamer (25
Tabun 2021 Tentang Keduduban, Susunan Ovgansasi. Tugas dan
Fungst, Serta Tata Kerja Denas Koperasi, Usaha Keeid dan Menengah
Prowinim Kalimanian Barat = S

" Barmnn, Prassrsne, dan /atsn Fasiitas

n Rusang prlsysnan. rusng Tungg, ruang laktas:, mejs layanan progaduan,
rusng levanan informas | PPID, sarana penilaian lavanan Gangind telak

Isngeung
l: Tempat paricr, mushala
Hﬂmgdlﬂl Wi Fuhht‘ dan ATE
Hﬂn;pﬂmn Prlaksana

« Memahami tugas dan fungs jabatan - 1

b Memshami Standar Operasional Prosedur (SOF) Pelayanan Permustssn
Dista fInformmasi

©. Memahami kebijakan dan berbagai persturan perundang-ubdangan yang

LTkt

é Memlils euba pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, raman. sde,
terbuka, sabar, kemunikatd, kreatsf, inovatif, peduli dan tanggung awed

Prongawasan Inicrml

g, Prypabal Pengendalian Gratifibas;
b, Pengawasan mtemal melelal dan atasan langsung:

¢ Aparal Penpgawssan Intemn Pemerintah (APIF).

" Peliyanan yang dibenkan copat, tepat, lengkap dan dapat B

diperanggunpawabkan
nmuumpum terhadup standal pelayanan vang dulakukan
polalisana peleyanan maka alan dilenkan sanks, yaiu moa dan
up.uhnlu.ln irgutan  temulis dan  sctenusnys,  sewial eous | Dubat

~ pelenggeien dan keloniuen yang berlaku
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- | Jaminan Keamanan dan Keaclamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawablan,

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan Jjaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku,

e

. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan pelaksana, minimal 1 (satu) kali dalam 1
{satu) bulan

b. Burvei Kepuasan Masyarakat dilakukan 4 {empat] kall dalam 1 (=atu)
tahun

¢. Evaluasi standar pelayanan senantinsa dilakukan untuk perbaikan, dan

meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayvanan publik.
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3. Pelayanan Pertimbangan Tekmnis [jin Usaha Simpan Finjam
Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Momor Induk Beruzsaha (NIB);

. Burat permohonan (bermeterai Rp. 1000005,

Surat Kuasa Bermateral Bp, 10.000,-

Jika Proses Penpgurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi

jdikuasalkan];

Foto Copy KTP Pemohan dan Penerima Kuaza jilka dilussakan;

Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajal: (NFWF) Koperasi;

Bukt setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama

Koperasi, pada bank umum uniuk KESP dan bank syariah untuk KEPPS;

Bukti setoran model yang ditetapkan Koperasi pada USP/USPPS

berupa rekening tabungsn ates nama koperasi yang disediakan oleh

koperasi kepada USP/USPPE Koperasi, pada bank umum untuk KSP
dan bank syariah untuk KSPPS;

8. Rencana Kerja Koperasi selama 3 (tiga] tahun yang menjelaskan
mengenai rencana permodalan, rencana Kegiatan usaha, serla rencana
bidang organisasi dan sumber daya manusia,

O, Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada ESP atau
USP/USPPS Kopernsi vang dikelola secara khusus dan terpisah dari
pembulkuan koperasinya;

16), Mama dan Riwayat Hidup Penparus dan Pengawas,

11. Burat keterangan lulue uji kelayakan dan kepatulsn untuk Pengurus
dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernuar, atau
bupati/wali kota sesusi dengan Kewenangannya,

12. Burat pernyataan  bermaterai yang  berisl  komitmen mengenad
penempatan kelebihan dana yang ditandatangani oleh Pengurs;

13, Bural pernyalaan mengenal informasi Penerima Manfaat (Beneficial
Owner] di koperasi yang ditandatangani oleh Penguras,;

14, Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenall pengguna jasa;

15, Memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kevangan Koperasi bagi
Pengelola;

16. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan
Baran kerja;

L b

Ll L

o

17. Memiliki surat bukti konfirmasi dan pemohonan registrasl user
pelaporan go anti money loundering (gAML} dar Pusat Pelaporan dan
Anpaligis Transaksi Keuangan,

18, Memiliki Dewan Pengawas Syarinh dengan rekomendasi DEN-MUI atau
MUl Povinsi/Kabupaten/kota setempat atau memiliki  sertifilat
pendidikan dan pelatihban DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS
Koperasi,

Catatan ;|  Semua persyvaratan permohopan Pertimbangan Teknis [inUSP
disampaikkan melalui Online System Submission {055 Dinas
Fenanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat unfuk
diverifikasal secara online dan dimintakan Pertimbangan Telknie
Tljin USP pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat

2. | Sistemn, Mekanisme dan Prosedur
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3. Pelayanan Pertimbangan Teknis [ljin Usaha Simpan Pinjam
Service Delivery

1.

Persyaratan

1.

3.

o o

10,
- Burat keterangan llus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus

11

12,
i3

4.
5.

16.

17

Catatan : Semua persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis ljinUSP

Wamor Induk Berusaha (NIB);

Surat permohonan (bermeterai Rp. 10.000);
Surat Kuasa Bermaterai Hp.10.000,-

Jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasl
[dikuaszakan);

Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dileuasakan;
Foto Copy Nomaor Pokok Wajib Pajak (NFWP) Koperasi;

Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tobungan atas nama
Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
Bukti sctoran modal yang ditetaplan Koperasi pada USP/USPPS
berupa rekening tabungan ates nama koperasi vang disediakan oleh
koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk KSP
dan bank syariah uniuk KSPPS;

Rencana Kerja Koperasi selama 3 ([tgal tabun vang menjelaskan
mengenal rencana permoadalan, rencana kepiatan usaha, serfa rencana
bidang organisasi dan sumber daya manusia;

Administrasi dan pembukuan wsaha simpan pinjam pada KSF atan
USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari
pembubuan koperasinya;

Mama dan Riwayat Hidup Penguris dan Pengawas.

dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menterd, Gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya,

Sural pernyataan  bermatersi yang beriai komitmen mengenai
penempatan kelebihan dana yang ditandatangani oleh Penguros,

Surat pernyatann mengenai informasi Penerima Manfaat |{Beneficial
Owner) di koperasi yang ditandatangani oleh Penguris;

Mempurnyal peraturan tentang prinsip mengenall pengguna jasa;
Memiliki - sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi
Pengelola;

Bulkti kepemilikan dan/atsu sewa Kantor, papan nama Koperasi, dan
Saran Kerja;

Memiliki surat bukti konfirmasl dan pemchonan reglsirasi user
pelaporan go anti money laundering (gAML} dari Pusat Pelaporan dan
Analizis Transaksi Kenangan,

Memiliki Dewan Pengawns Syariah dengan rekomendsasi DEN-MUI atau
MUl Povinsi/Kabupaten/kota selempat atau memiliki  sertifileat
pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUT bagi KSPPS dan USPPS
Koperasi.

disampaikan melahii Online System Submission [DES) Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat untuk
diverifikasi secara online dan dimintakan Pertimbangan Telmis
ljin USP pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat

- | Bistem, Mekanisme dan Prosedur
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tanerima saft file

arsyaratan pada 045
; akian verifilator Pelakikan verifilast Heasil verifikas|
perfinan DRLIKM persyarakan perifinan disampaikan malalul
Prov.Kalbar pada 055 sisterm 055
Prosedur :

a. Petugas Layanan menerima  softfile  permohonan  penerbitan
Pertimbangan Teknis [jin pada 088 DPMPTSP Prov. Kalbar

b, Petugas melakulkan verifikasi atas persyaratan perijinan pada 0S8
DPMPTSP Prov. Kalbar

€. Hasil verifikasi dapat berupa diterima, dikembalikan [apabila kurang
persyaratan) dan atau ditolak (tidak memenuhi persyaratan) dan
disampaikan pada 055 DPMPTSP Prov. Kalbar.

3. | Jangka Waltu Penyelesaian
‘Administrasi : 15 Menit
Pertimbangan Telonia @ 3 Hari
4. Biaya (tarif)
Rp.0
=. | Produk Pelayanan
Pelayanan Pertimbangan Teknis ljin Usaha Simpan Pinjam
6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a, Pengaduan dapat dilakukan melahai :
1) Tawap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2] Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
Jl. Butan Syahrir No. 5 Pontianak
3) WA : DB1256506007
4] Telepon : [0361) TA32600
3] Website : diskopukm kalbarprov.go.id
6) Email : diskopulkm@kalbarprov.go.id

b. Alur Penanganan Pengaduan :

Pijahat Peegeloh Tim Pergelcla Penpgguna Lagasan
Pengaduin Bz mEenerima |swasan
menanma Aduan Aduan

. Jangka Walktu Penyelesalan Pengaduan
1} Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam:
2) Pengaduan beraifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;

3) Pk::;wdua.u tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnyva 14 hari
i

4] Pengaduan berkadar penpgawasan dan memerlukan pemeriksaan,
. selambat-lambatnya 60 hari kerja.
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Manufacturing

[ 1. | Dasar Hukum

I'm Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
| Puhlik

| b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik

| e. Permen KUKM Nemor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh

Koperasi.
d. Peraturan Dacrah Provinai Kalimantan Barat Nomar 8 Tahun 2015 tentang

| Penvelengegarnan Pelavanan Publik
e. Peraturnn  Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubshan atas
Peraturan Dacrah Nomor B8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Busunan Peranghkat Dacrah Provinsi Kelimantan Barat
[. Perafuran Gubemur Kalimanian Baral Nomor 92 Tahun 20016 lentang
Petunguk Pelaksanaan Peraturan Dasrah Provinsd Kalimantan Barat Nomor
! 8 Tahun 2015 tentang Penyelengearaan Pelayvanan Publik
B. Peraturan Gubemur Ralimantan Barnt Nomor 78 Tahun 20019 fentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pencrbitan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
I Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
h. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan
Barai.
2. | Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan,
ruang layanan informasi/PPID, BATana penilaian layanan

| (langsung/tidaklangsung), .

| b. Tempat parkir, mushola
¢, Komputer, WIF] publik dan ATK

3. | Kompetensi Pelaksana

| a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
| b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ljin Usaha
Simpan Pinjam
€. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait
d. Memiliki clika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka,
sabar, komunikatil, kreatil, inovatif, peduli dan tanggungjawab.,

4. | Pengawasan Internal

a, Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
b, Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. | Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

6. | Jaminan Pelayanan

4. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat diperitanggungjawabkan
b. Apabils terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilabukan oleh
pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai darl teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bebot pelanggaran dan ketentuan

yang berlaku.
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« | Jaminan Keamanan dan Keaelamatan Pelayanon

a. Informast yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertangmengiawabkan,

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kentor pemeriniah dengan jaminan
keamanan dan  keselamatan sesual standar sarans  prasana yang
berlalo,

Evaluaszl Kinerja Pelaksana

a. Dhlakukan rapat yang dihadirl oleh Kepaln Dinas, Selecetaris, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan peclaksana, minimal 1 (satu) kall dafam 1
[satu) bulan

b, Burvei Kepuasan Masyarakat dilalouksn 4 (empat) kall dalam 1 (satu)
tahun

c. Evaluasi standar pelayanan senantinsa dilelulan untuk perbaikan, dan
meningkatkan kinern pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
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4. Pelayanan Pertimbangan Teknis ljin Pembukean Kantor Cabang Koperasi
Service Deliveary

L. Fera;rnrnlaﬁ

1. MNomor Induk Berusaha (NIB);

3. Surat permohonan (bermeteral Rp. 10.000);

9, Suratl Kuazs Bermateral Bp, 10.000,-

Jilta Proses Penpgurusan Perizinan tidak langsung eleh Ketus Koeperasi

(dikuasakan];

Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jila dikuasakan;

Foto Copy Nomar Pokol Wajib Pajak (NFWF] Koperasi;

. TUSP, SBudah Berjalan Paling Sedikit 2 Tahun;

. Laporan Keuangan Tahunan Koperasi 2 Tahun Terakhir;

. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;

. Hasil tingkat pemeriksaan Heschatan yeng dinystakan sehat pada 1

(Satu] tahun terakhir;

10, Anggaran dasar koperasi;

11. Nama dan riwayat hidup Pengurus dan Pengawas,

12. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;

13. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak delam 1 (Satu)
tahun teralkhir;

14, Anggota paling sedikit 100 [Seratus) orang di daerah yang akan dibuka
Jaringan pelayanan kantor Cabang;

15. Modal kerja paling sedikdt Rp2.500.000.000,00 (dua miliar Hma ratus

juta rupiahyj

16. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 {satu)

tahun.

17. Bukti kepemilikan dan/atou sews kantor, papan nama koperasi, dan
sarana kerja;

18, Daftar nama don Riwayat hidup calon pimpinan den dafisr nama calon
karyawan Jaringan pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;

19, Bertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kastor Cabang
KSP/KSPPS,

G

Catatan ! Semua persyaratan permohbonan Pertimbangan Teknis 1jinlfSP
disampaiksn melalui Online System Submission [D55] Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat unbak
diverifikasi secara online dan dimintakan Pertimbangan Tekmis
liin Kantor Cabang USP pada Dinas Hoperasi, UEM Provinai
Kalimantan Baral

3| Bigtermn, Mekanizme dan Prosedur

Menerma soft file
055
P'!Fl'i:::lﬁ;“ Melsiukan verifikasz Hasll verifikasi
perifinan DEUKM poreyaratan perljinan dizampaikan mataiul
Prov Salbar i i

Prosedur :

A Petugas Layanan menerima  sofifile  permohonan  penerbitan
Pertimbangan Teknia [jin pada 0S8 DPMPTSP Prov. Halbar
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b. Petugas melaloulean verililkasi atas persyarntan periijinan pada 058
DPMPTSP Prov. Kalbar

r. Hnall werifilns dopad beruga diterima, dikembalikan [apabila kurang
persvamnian] dan  atau  ditolak (tidak memenuli  persyaratan] dan
disampaikan pada 058 DFMPTSDP Prov Kalbar

| SN P # - -

3. | Janghkns Waldu Penyelenainn

Administrasi - 15 Menit
Pertimbangan Telkrms 3 Hari

: 4, | Bigve ftanif) ,
f—

5 | Produk Pelavanan

Pelayeanan Pertimbangan Tnkﬂlu_fHTP_rrmuﬁnTH:rﬁﬁr'tﬂhﬁg Hﬁriﬂ
f

| 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masubkan

a. Pengaduan dapat dilalukan melalui

1. Taiap Muka langsung kepada Pejabat Pengelole Pengaduan;
2. Termulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

J1. Butan Syahrir No. 5 Pontianak

WA | O8] 256506007

Telepon © [0561) 732690

Website © diskopukm. kalbarprov.go.id

Emal ; diskopukma kalbarprov.go.id

EE

b. Alur Penanganan Pengaduan :

Terggors | apsnE
i fep ST P b Pergelols Tims Pengedsla Penggum Lawisas
PE R —— Frogasuin Aduan TEaTeTIL b
Ih-l'lll"l-lll.f iy Aduan Actar

| ¢ Jangks Wektu Penyelesaian Pengaduan : |
1. Penpaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengadusn bersifat nopmatif, selambat-lnmbatnya 5 han kerja; :
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatmys 14 har

. kerja;
| 4. Pengaduan berkodar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
|- -1 selambat-lumbatnya 60 hari kerja. |

Manufacturng
1. | Daser Huloum |

& Undang-Undang MNomer 14 Tahun 2008 tentung Keterbukaan |
Infarmasl Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentany Pelayanan Publik
Permen KUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Finjam
it Oieh Kopergsi.
| d, Peraturan Daerall Provinsi Kalimantan Parat Nomis 8 Tahn '.il1llIEaI
tentang Penyclenggaraan Pelayanan Publik .
e. Peraturan Daerals Nomor 11 Tehun 2009 tentang Perubahan atas |
Peraturan_Daerah Nomer 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan |

P
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Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat =

f. Pemtxg.r:an Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor B Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

g Peraturan Gubernur Kalimantan Baral Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nemor 11 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor206 Tahun2021]
tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat.

Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan
pengaduan, ruang layanan informasi/PPID, sarana penilaian layanan
(langsung/tidaklangsung)

b. Tempat parkir, mushola

c. Komputer, WIFT publik dan ATE

Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b, Memahami Standar Operasional Prosedur (S0P pelayanan Ijin
Pembukaan Kantor Cabang koperasi

. Memahami kebijakan dan berbagal peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatil, kreatif, inovatil, peduli dan tanggpungiawab,

Pengawasan Internal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
b. Pengawasan internal melekat dar atasan langsung:
¢. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [(APIP).

. | Jumlah Pelaksana

3 (lima) arang

JaminanPelayvanan

a. Pelayanan vang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan .

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesual  jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlalo.

. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawablkan. : . e

b, Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesusi standar Sarana Pprasana yang
berlakou.

Evalunsi Kinerja Pelaksana

a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, El!!l;l'lztm."ia, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan pelaksana, minimal | {satu) kali dalam 1
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{satu) bulan

bh. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 4 (empat] kall dalam 1 (saog)
tahun

e, Evaluagi standar pelavanan senantinga dilabulean uniuk perbaikan, dan

meningkatlan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
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5. Pelayanan Pertimbangan Telenis lfin Pembukann Kanter Cabang Pembantu
Koperasi

Service Delivery

1. | Perayaratan

1. Womor Induk Berusaba (W],

2. Surat permohonan jbermeteral R 100000).

3. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10,000,-

Jika Proses Pengurusan Perizinan tidok langsung olch Ketua Eoperasi

(dikussakan).

Folo Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jika dikussakan,

Foto Copy Nomor Poleole Wajib Pajak (NPWF Koperasl,

Folo Copy Nomor Induk Berusaha (NIH)

[USP, Sudah Bedalan Paling Sedikit 2 Tahun;

Laporan Keuangan Tahunan Koperasi 2 Tahun Teralkhir;

. Haoell audit dari akunian publik dengan apini wajar;

10. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1
(Sata) tahun teralhir;

11. Anggaran dasar koperasi;

12. Mama dan riwayat hidup Pengunas dan Pengawas,

13, Mempunyal peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;

14, Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (Satu)
tahun terakhir;

15. Anggota paling sedikit 50 (llma puluh) erang di daerah yang akan dibuka
Jaringan pelayanan kantor Cabang Pembantu;

16, Modal kerja paling sedikit Bp2.000.000.000,00 [dua miliar rapiah)

17. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling

singkat 1 [satu] tahun,

18, Bukt lepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, diam

sarana kerja;

19, Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon

keryawan Jaringan pelaysnan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS;

dan

90, Sertifikal kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang
Pembantu KSE/KSFPS.

TEND o

Catatan Semun persyaratan permohonan ljin Pertimbangan Teknis
Pembukaan Kantor Cebang Pembanti Koperasi disempaikan
melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinai Kalimantan
Barat untuk diverifikasi dan dimintakan Pertimbangan Teknis ljin
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasipada Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Kallmantan Baral

2 | Bistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima soft e
persyaratan pada 055 Metakisan verifikasi Hasil verifkast
akum vu'g:lt::‘ persyaratan perijinan disampaikan melalul
"F‘wmm'r paa D55 glatem D55
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l

Prosedur ;

a, Petugns Layanan mencrima saftfile  permohonan  penerbitan
Pertimbangan Tekniz ljin pada 0S8 DPMPTSP Prov, Kalbar

b, Petugas melakukan verifikasi atas perayaratan periijinan pedn 0S8
DPMPTSP Prov, Kalbar

¢, Hnsil verifikasi dapat berupa diterima, dikembalikan {apabila kurang
persyaratan) dan atau ditolak (tidek memenuhl persyaratan) dan
disampaikan pada 088 DPMPTSP Prov. Kalbar,

3. | Jangka Wak Penyelesaian
Administrasi : 15 Menit
Pertimbangan Teknis  © 3 Hard
4. | Biaye (tarf]

Rp.0

5. | Produk Pelayanan

Pelayunan Pertimbangan Teknis ljin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Hoperasi
G, Fl:n..nrlgm:l.nn Pr.nmﬂnmnl Ep.mn, il Mn.lﬂ'l-tan

| 8. Pengadusn dapat dilakuken melabu ;

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Penpgelola Pengaduan;
2. Tertolis disampalikan ke Kotak Pengaduan

JL Sutan Syahrir Mo, 5 Pontianak

WA - 081256506007

Telepon ; (D561] 732690

Website : diskopulm. kslbarprov. go_id

Email @ diskopukmizkalbarprov.go.id

b. Alur Penanganan Pengaduan @
[Tmmn:ua ' [ Fengguna Layanan ]
adan menatime jaashan
Adusn

. Jangka Walktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

Pengadiian berasifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
Penpaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari
kerja;

Penpaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
md.m:.'hltrlunhnl:nyn 60 har k.erju_

e R

Cl 8 e

Manufacturing
1. | Dasar Hukurm

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 teniang HKeterbukaan
Informasi Publile
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
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c. Permen KUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi.
d. Peraturan Daecrah Provinsi Kalimanian Baral Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
¢. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah NMomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Baral
. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor B Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publilk
g Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraluran Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor206 Tahun2021
tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat,

. | Barana, Prasarana, dan/atauFasilitas

a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja  layanan
pengaduan, ruang layanan informasif/PPID, sarana penilaianl ayanan
{langsung/tidaklangsung),

b. Tempat parkir, mushola

o. Komputer, WIFl publik dan ATK

KompetensiPelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayenan ljin Kantor
Cabeng Pembantu

¢. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovalil, peduli dan tanggungawab.

P-Eﬂg&waaa.u Internal

g. Pejabal Pengendalian Gratifikasi;
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
. Aparat Penpawasan Intern Pemerintah (APTF].

Jumlah Pelaksana

2 [lima) orang

. | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lenghkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, }rmm mulail dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, gesuai  jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan,
b. Pelayanan dilaksanakan di muangan kantor pemerintah dengan jaminan

keamanan dan lkeselamatan sesual standar sarana prasana yang berlaku,
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.| Evaluasi Hjnedn_-l‘e'lnkuna

“a. Dilakukan rapat yang dihadir oleh Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala
Bidang, Knsubbag/Kasi, dan pelalsana, minimal 1 (solu) kali dalam 1
[satu) bulan

b. Burvei Kepuasan Masvarakat dilalubkan 4 [empat) kali dalam 1| [satu)
tahun

¢. Evalunsi standar pelayanan senantinas dilakukan untuk perbaikan, dan
meningkatkan kinerja pelayvanan dan kualitas pelayanan publik.
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6. Pelayanan Pertimbangan Tekmia in Pembubiaan Kanior Kas Koperasi
Serner Delivery

1. l‘nm:.mrﬁnn

1. Nomor In_du_ﬁ.ﬁnnlml;n ﬂ;ﬂﬂb; ' -
2, Burat permohonan (bermeterad Rp, 10,000),
3. Sural Kuasa Bermaterai Rp. 10,000, -

Jika Proses Pengurusan Perizinan tidak langsung oleh Ketua Koperasi
[dikunsakan).

Foto Copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa jiks dikuasakan.
Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWF) Koperasi

Folo Copy Nomor Induk Berusaha (NID)

IUEP, Sudah Berjalan Paling Sedikit 2 Tubumn;

Laporan Keuangan Tabunan Kopernsi 2 Tahun Teralchir;

Hagil audit dar akunian publik dengan opini wajar;

0. Hasil tingkat pemeriksaan Keschatan yang dinyatakan sehat pada 1 '
(Satu) tahun terakhir;

11. Anggaran dasar koperasi;

12. Nama dan riwayal hidup Pengurus dan Pengawas,

13. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;

14 Bulti penerimaan surat pemberitabuan tabunan pajak dalam 1 [Satu)
tahun terakhir;

Anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan

dibuka Jarngan pelayanan kantor kas;

|_15-I.I.ndu.1 kerja paling sedikit Bpl, 500.000.000,00 [satu miliar lima rafus

| jula mapiah)

| 17. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kas paling singkat 1 (satu) tahun.

18. Bukti kepemilikan danfatau sewa kantor, papan nama koperasi, dan

earana kerja;

(19, Dafiar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama ealen
keryawan Jaringan pelayanan Kantor Cabang Kas KSP/KSPPS; dan

20, Eertifikat kompetensl calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas
KESP/ESPPS.

S e E AT e

15.

Catatan Semua  persyaratan  permohonan  Ifin Pertimbangan Teknis

Pembuksan Kantor Haz Koperasi dizsampaikan melalui Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinst Kalimantan Barat untulk

diverifikaei dan dimintakan Pertimbangan Teknis in pada Dinas
Koperazi, UKM Provinsi Kalimantan Bamt

2. | Bistem, Mekanisme dan Prosedur

Menesima soll file
5 ':H' mm Mhelakukan verifikas Hinsll verifihasi
- CHCLIEM persyaraian perjinan disampalkan melals
e Kalbad pada 055 slslem 055
Prosedur

a. Petugas Layanan menerima  berkns permohonan penerbitan
Pertimbangan Teknis ljin dari petugas DPMPTSP Prov. Kalbar
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Teknis ljin
c. Petuges Laysnan Diskop, UKM Prov. Kalbar menyamipaikan dokumen
Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP Prov. Kallar

A. | Janglka Walktu Penyelesaian

Administrasi : 15 Meénit
Pertimbangan Teknia | 3 Hari
4. | Biaya (tari)

Rp.0

5. | Produk Pelayanan
Pelaysnan Pertimbangan Teknis ljin Pembukaan Kantor Kas Koperasl

6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masulan

a. Pengaduan dapat dilalulkan melalul
1. Tatap Muka langsung kepads Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
J1 Sutan Syahrir Mo, 5 Pontianals
3. Wa . 081256506007
4. Telepon : [0561) 732600
5. Wehsite : diskopulim kalbarprov.go.id
6. Email ; diskopulkmikalbarprov.go.id

b. Alur Penanganan Pengaduan ;
Tim Pengeluls Penpgena Layanan
dikecian mensrima fsahan
Aduan

e Jangks Waktu Penyelesaian Pengaduan :
1. Pengaduen ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifal normatil, selambat-lambatnya 5 han kerja;

3, Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambut-lumbatnya 14 hari

ke
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memeriukan pemeriksaan,
| selambat-lambatnya 60 hari kera,

Manufacturing
1_ 1. | Dasar Hulbim

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [nformasi
Publik

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¢. Peraturan Daersh Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Peraturan Daersh Nomor 11 Tehun 2019 fentang Perubahan atas
Peraturan Daergh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinei Kalimantan Barat

¢. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
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Momor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggarann Pelayanan Publik

[. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan GQubernur Nomor 11 Tabun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizginan dan
Non Periginan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

g- Pernturan  Gubernur  Kalimantan Barat  Nomor206 Tahun2021
tentangPerubahan Alas Peraturan Gubernur Kalimantan Baral Nomor
125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tala Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barnt.

Sarana, Prasarana, dnnjniuu'f-‘hnﬂil.aa

a. Ruang pelavanan, rmuang (unggu, ruang |ekiasi, meja |layanan
petigaduan, ruang layanan informasi/PPID, sarana penilaian layanan
(langsung/tidaklangsung),

b. Tempatl parkir, mushola

. Komputer, WIF] publik dan ATK

i

I{-}mpetmm Pelaksana

&, Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur [(S0P) pelayanan  [jin
Pembukaan Kanlor Kas Koperasi

|¢. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan vang

| terkait

d. Memiliki ctika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif, peduli dan tangpungjawab.

. | Pengawasan Internal

'a. Pejabat Pengendalian Gratiiikasi;
b. Penpawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. Aparat Pengawasan Inlern Pemerintah (APTP].

. Jumlah Pelaksana

2 (lima} orang

. | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan
b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlalku.

. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapal
dipertanggungjawablan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai slandar sarana prasana  yang
berlaku.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan pelaksana, minimal 1 (satu) kali dalam 1
{satu] bulan

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun
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tahun
c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan

meningkatlan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
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7. Pelayanan Fasilitasi Rapat/Audiensi Perkoperasian dan UKM
Service Delivery

1. | Persvaratan

Surat permintasn atau permohonan fasilitasirapat /audiensi

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur =

Tamuf Petugas Manerima suirat
s pada e jacal
1 J Bidang rapat/audisnsd

Prozedur ;

&, Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Subbuag,
Umpar

b. Menyampailan kepeduan, mengisi buku tamu

¢. Menyerahkan surat permintaan fasilitasi rapat/audiensi

d. Menerima surat jaweban kesediaan dan jadwal rapat faudiensi

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Pofugas
Infarmasi |
Subbag. Umpar

Administrasi : 15 Menit
Surat jawaban : 3 han
4. | Biaya [taril)

Rp.O

5 | Produk Pelayanan =

Pelayanan Fasilitasi Rapat/Audlensi Perkoperasian dan UKM

b, | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

#. Pengaduan dapat dilakukan melah -
1} Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelala Pengaduan;
4) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan:
Jl. Sutan Syahrir No. 5 Pontianak
3) WA : 081256506007

4) Telepon : (0561) 732690
5) Webaite : diskopulem, kalbarprov,po.id
6) Emall : diskopukmikalbarprov,go.id

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejaiart Peiigebala Tim Pengelola Penggusa Layanan
Pengadaan Adiga mimsima Jsaban
menedisd Sduan wduan

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan -
1) Pengaduan ringan, aelambat-lambatnya 3 Jam:
| 2) Pengaduan bergifat normatif, selambat-lambainya 5 hari kerja;
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3] Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14
harikerjn;
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
1 selambat-lambatnyna 60 hari kerja,

Manufactuning
1. | Dasar Hukum

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
¢. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor B8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinei Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021
tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
125 Tahun 2021 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
| MenengahProvingi Kalimantan Barat.
2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

|3, Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan
pengaduan, ruang layanan informasi/PPID, sarana penilaian layanan
(langsung/tidaklangsung),

b, Tempat parldr, mushola

c. Komputer, WIF] publik dan ATK

3. | Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP] pelayanan rapat/
Audiensi Perkoperasi dan UKM

¢. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
Lerkadt

d, Memiliki etika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramsh, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif uli dan t

4., | Pengawasan Intermal

jawak,

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; n
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;

¢, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5. | Jumlah Pelaksana

S (lima) orang

6. | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberlkan cepat, tepat, lengkap dan dapat N
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yvaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnyas, sesuai jenis/bobaot
pelanggaran dan ketentuan yvang berlaku.
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| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

dipertanggungjawablan,
b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan

keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang
berlaku.

8, | Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Dilakukan rapat yang dibadirl oleh Kepala Dinas, Sckretarls, Kepala
Bidang, Kasubbag/Knsi, dan pelaksana, minimal 1 {satu) kali dalam 1
[satu) bulan

b. fhm Kepuasan Masyarakat dilakukan 4 (empat] kali dalam 1 {satu)

un

¢. Evalussi standar pelayanan senantiasa dilalukan untuk perbalkan, dan
meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publile.
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8. Pelayanan Penyediaan Narasumber/ Penyuluhan Perkoperasian dan UKM
Service Delivery

1. | Persyaratan =

Surat permintasn atau permohonan penyediaan narasumber, Penyuluban
Perkoperasian dan UTKM

2. | Sistem, Mekanisme dan Prozedur

Tama/f Prtugas Petugas
infarmasl pada
i Subibag, Umpat Bidang

Prozedur !

a. TamufPengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Subbag,
Umpar

b, Menyampsaikan keperluan, mengiai buk tammu

c. Menyerahhan surat permintaan penyediaan narasumberfPenyuluhan
Perkoperasian dan TEM

d. Menerima surat jawaban kesedinan don jadwal narasumber Penyuluhan

3. | Janpka Wakto Penyelesaian -

Administrasi ; 15 Menit
Surat jawaban : 3 har
4. | Blayn (tarif)
Ep.O

5. | Produlk Pelayanan

Pelayanan Penyediaan Narasumber fPenyuluhan Perkoperasian dan UEM

(8 -I":na.nganan Pengadusn, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melabui :
1} Tatap Muka langsung kepads Pejabat Pengelola Pengaduan;
2} Tertulis disnmpaikan lee Kolok Pengadunrn,
Jl. Sutan Syvahrir Mo, 5 Pontianak
J) WA 081256506007
4) Telepon : [0561) T32690
5) Website : diskopulom.kalbarprov.go.id
6] Emall : diskopukmi@kalbarprov.go.id

b. Alur Penenganan Pengaduan :

Pejabar Pergelala Tin Penpelola [Fongpana Laganan
Freagashien AuaEn meesimia imaban

migniima Sduan Baduan
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c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
1] Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 3 harikerja;
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14
harikerja;
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
selambat-lambatnya 60 harikerja.

Manufacturing
1. | Dasar Hulkum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Fublik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
e, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
' Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
f. Peraturan Oubernur Kalimanian Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat.
2. | Barana, Prasarana, dnn,.l'ﬂtal.lFEl-BﬂltaE

. Ruang pelavanan, ma_ng tunggu, ruang laktasi, meja layanan
pengaduan, ruang layanan informasi/PPID, sarana penilaian layanan
(langsung/ tidaklangsung),

b. Tempa tparkir, mushola

c. Komputer, WIFI publik dan ATK

3. | Kompetensi Pelaksana

a, Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur [(SOP) pelayanan Penyediaan
Marasumber Penyuluhan Perloperasian dan UKM

¢. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkadt

d. Memililki etika pelayananya itu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, kamunikatif, kreatif, inovatif, peduli dan tanggungiawab,

#, | Pengawasan Internal

a. Pejabat Pengendalian Gratifilasi;
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIF].
5. | Jumlah Pelaksana

5 [lima) orang

A, | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lenghap dan dapat
dipertanggungiawabkan

b, Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan aleh

elaksana  pelayanan  mala  akan  diberikan sanksi, vaitu mulai dari
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. Jaminan Keamanan don Keselamatan Pelnyanan

teguran lisan, teguran tertulin dan aclerusnya, sesuai jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlaku,

Informasi yang diberiken dijamin keabsahannys don dapat

diperinnmmingiawabilcan,
Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan don  keselamatan  sesual standar ansfanis  prasans  yang

berlnbo.

.| Evalumsi Kincrja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadin olch Kepaln Dinoes, Selretars, Kepala
Bidang, Kasubbag/Kasi, dan pelokasnn, minimal 1 {smiu) kall dalam 1
(zatu) bulan

Burvei Kepuasan Masyarakat dilakukan 4 fempat) kall dalam | [satu)
tahun

Evaluazl standar pelayanan senantiasa dilalukan untuk perbaikan, dan

meningkatkan kinerjn pelayanan don lualitas pelayanan publik,
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9. Penilaian Kesehtan dan Pengawasan Koperasi
Service Delivery
1. | Persyaratan

1, Akta Pendirian Koperasl
2. AD dan ART

3. Perubahan Anggaran Dasar | Jika Ada)

4. Peraturan Khusus | Jika Adn)

3. Perjanjian- perjanjian kerjusama | Jilea Ads)

6. Laporan RAT 2 tahun terakhir

T.Buku Daftar Anggota, Pengunis dan Pengawas

8. Hasil Audit Eksternal

9. NFWP

10. SFT{ PPH

11. Sertifileat NIK

12. Profil Resiko

13. Pengisian Kertas Kerja sesual dengan KUK Koperasi
14, Laporan Keuangan 2 Tabun Terakhir

2. | Sistem, Melkanisme dan Progedur

Tamuf
hrnrrnw.n' Pu'nerllu.n

Prosedur :
. TamufPengguna Layanan menuju ke Petugas Informasal atan
Tata Usaha

b,  Menyampaikan keperlunn, mengisi buku tamu

¢ Menyerahkan surat permintaan dilakukan pemedksaan
d. Petugas menerima Tamu yang akan diperiksa

3. | Janpgka Walcha F‘I:'!'I]."t']tﬂ-BI:En

3 Hari

4. | Biaya [tarif)

Giratis

5. | Produk Pelayanan

Bertifilcat Penilaian Kesehatan Koperasi dan Berita Acara Pemeriksaan

6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakbulkan melalui
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3 WA : 0BS518510075
4.Telepon : (0561) 736541 ext. 233
5 Faximile ; (0561) 730062
6.Email : organisasidkalbarprov.go.id
7.0mdine melalui website SPAN-LAPOR! [vorw lapor.go.id)
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|7_!_'h. ~ Alur I"rlunﬁnnnn Progadunn = |

. Jangks Waktu Penyelesainn Pengadunn
! 1. Pengadunn ringan, selambat-lambatnya 3 Jarm, [
2 Pengadunn bersifat normatif, selambat-inmbatnys 5 hari kerja;
A Pengadusn tdak berkadar pengawasan, ltlnmhal-la.mhntn:,.’a|
| 14 hari kerjn; |
4 Pengadunn berkadar pengawasan  dan memerlukan |
L pemerksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. -

Manufacturing
| X | ﬁﬂsar 'I-Iu'ln.lm

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
b. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah
¢. Peraturan Pemeriniah Nemor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan Koperasi
e. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Tentang
Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Keschatan Koperasi
. Peraturan Gubermur Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubrnur Nomar 110 Tahun 2016
tentang kedudukan susunan organisasi Tugas dan fungsi
{ seria tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
| Provinsi Kalimantan Barai,
2.  Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

|

| |
! a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, mang laktasi, ruang |
! pengaduan, ruang layanan informasi, roang perpustakaan I
b. Tempat parkir, mushola
c. Komputer, WIFI public
| 3. | Kuvmpetensi Pelaksana |

&, Memaham tugas dan fungsi jabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan dan

Pengawasan

. Memahami  kebijakan dan  berbagai  peramuran  perundang-
undangen yang terlait

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

terbuka, sabas, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

4. | Pengawasan Intemal

. Pejubat Pengendaliun Gravifikasi;
b. Pengawasan internal melekat dan atasan langsung,
©. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

—S— ——— — = —
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JumlahPelaksana

14 ( Empat Belas) orang

. | daminanPelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang
dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan
sanksi, yailu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan

sclorusnya, sesual jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan
yang berlaku,

. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah
dengan jaminan keamanan dan keselamalan sesuai standar
sarana prasana yang berlaku.

. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Dilakukan rapal yang dihadiri oleh Kepala Biro, Kabag,
Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

b. Burvei Kepussan Masvarskat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1
[zaiu) tahun

¢. Evaluasi standar pelavanan senantiasa dilalkukan untuk
perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas
pelayanan publil,

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : 31 - Agudw- 2023

i +."|'l" Usaha Kecil dan Menengah .
Iy |
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